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BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR oL3 RSUD/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 48 TAHUN 2009

Menimbang :

Mengingat

a.

TENTANG POLA TATA KELOLA RSUD H. HANAFIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

bahwa untuk menyesuaikan Pola Tata Kelola Rumah Sakit dengan
perkembangan organisasi, maka dalam rangka optimalisasi fungsi
RGUD H. Hanafie selaku satuan kerja perangkat daerah yang
menerapkan PPK-BLUD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
peraturan Bupati Bungo Nomor 48 T ahun 2009 tentang Pola Tata
Kelola RSUD H. Hanafie;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Terhadap
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola
RSUD H. Hanafie.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat [I Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan



10.

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambj
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomeor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang - Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

b

11.Peraturan Menteri ..............



Menetapkan
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/

Per/XI1/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di
Bidang Medik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 /Menkes/SK/
VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/
IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical
Staff By Laws) di Rumah Sakit:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2);
Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 1);
Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata
Kelola RSUD H. Hanafie (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2009 Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
BUNGO NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG POLA TATA KELOLA
RSUD H. HANAFIE.

Pasal I.........licvvu.s



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun
2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD H. Hanafie, diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas
Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

(2) Jumlah keanggotaan Dewan

sebanyak 5 (lima) orang,
ditetapkan sebagai Ketua.

Pasal II

ditetapkan dengan

Pengawas  ditetapkan
seorang diantaranya

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR

BUPATI BUNGO,

ASHURI



